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ABSTRAK
Mursyidin. S. Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare) (dibimbing
oleh Sudirman. L dan Rusdaya Basri)

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: 1) Kronologis terjadinya
persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare perkara nomor
470/Pdt.G/2018/PA.Pare, 2) Alasan nya persaksian nonmuslim di Pengadilan
Agama Parepare, 3) Keabsahan hakim Pengadilan Agama Parepare
melalui putusan perkara n Pare. Adapun tujuan penelitian
i slim di Pengadilan Agama

atif melalui

data primer dan sumb . gan tekhnik
umentasi.

Hakim menerima saksi
saksi  telah terpenuhi.

ara Nomor
kum, hakim
yang telah

tu putusan.
2kuatan hukum yan dapat di ganggu gu

PAREPARE
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan sebab tidak ada perceraian

tanpa perkawinan terlebih dahulu. kum Islam, perkawinan itu dapat putus

karena beberapa sebab, an perceraian, dan atas keputusan
pengadilan. Dalam

menentukan batasa

ri setelah perkawinan t . , hak suami

n lain sebagainya.
bolehkan suami istri

raian itu sangat dibenci ole an akibatnya

nak-anak ya irkan dalam

arga kontem mempersulit

eraian denga I perceraian

)agai urusan

pribadi affair) Prnln EJPATRIEJ& belah tetapi telah
menjad ¢ pengadilan.
Cerai hidup antara sua : Ka epa ang Pengadilan Agama

agar akibat hukumnya dapat diatur sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam

“Jusnia Erni Fitri, Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau
Menurut Hukum Islam (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017).
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian,
perceraian, dan atas keputusan pengadilan.
Pembaruan hukum dalam kehidupan bermasyarakat semakin kompleks.

Dalam segala segi terjadi pembauran, seperti tempat pemukiman tidak lagi dihuni

oleh penduduk muslim semata tetapi bercampur dengan penduduk yang bukan

nonmuslim, karena itu ke ara muslim dan nonmuslim tetap

ada. Akibat dari kon g sering terdap ai masalah yang akhirnya

diselesaikan oleh Peradilan Agama. Banyak peristiwa yang terjadi di antara orang

) nonmuslim
iperkenankan secara m dapat bahwa

uslim tidak

h kekuasaan, sedangk

lam. Hal ini diungkapka

ma mereka,

tara mereka
- 55

PAREPARE

’Hajar Hastuti Ali, “Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta”
(Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2009), h. 3.

*lbnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari, terj. Amiruddin, Fathul
Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 156

46285 «(USh) oAl miaia & 5 g5 G (VBT 1 AR 0 Gl o 2aal L L

°Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Hadi Al-Qur’an dan terjemah (Jakarta:
Maktabah Al-fatih), h. 110

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Ada tiga pendapat ulama salaf dalam hal ini:
Pertama, menolak secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
Kedua, menerima secara mutlak kecuali terhadap kaum muslimin. Pendapat ini

dikemukakan oleh sebagian tabi’in dan menjadi mazhab para ulama kufah. Mereka

berkata, “kesaksian orang kafir diteri ra sesama mereka.” Pandangan ini juga

merupakan salah satu dian inukil dari Imam Ahmad, namun
diingkari oleh sebagi mengecualikan pada saat
safar, dia memperb . Ketiga, tidak diterima
kesaksiz C ima apabila

sesama ila, Al-Laits

tara mereka

(ahli figh),

dan Ish: dengan firman, “maka
hingga hari kiamat.”

terjadi ihan t tentang kesaksian n uslim, ada

yang mg¢ ada embolehkan.’

mayoritas ul antara saksi-

u ridhai”, da

(tidak diperbolehkan kesaksian pemelu
kaum muslimin, sungguh kesaksian me

Uatu agama terhadap agama lainnya kecuali
a diterima oleh seluruh agama).

®lbnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari, terj. Amiruddin, Fathul
Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 158

’Nurfitriani. Aziz, Status Saksi Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu
Qayyim dan Hukum Acara Perdata (Skripsi Sarjana; Fakultas Sayariah dan Hukum: Makassar, 2015),
h. 67.

B 629.5 ¢(USal)la) (o Al miala 3 ¢ JAlAT ( Dliliual | A5 0 e o aaal L sl
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Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, Dari Isa Al-Khayyath, dari Asy-
Sya’bi bahwa dia memperbolehkan kesaksian orang Nasrani terhadap Yahudi dan
orang Yahudi terhadap Nasrani. Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari

Asy’ats, dari Asy-Sya’bi, dia berkata, “diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain

terhadap kaum muslimin, sebagian m erhadap sebagian yang lain.

Penyelesaian masalat si_amat sangat dibutuhkan. Saksi

diartikan sebagai sesec g mengalami, liri, mendengar, merasakan
perdata maupun pidana.™ Saksi dalam hukum Acara
oleh hakim

gugat oleh

haknya. Pembuktian imbul suatu

hal di muka Pengadil g mengaku

dalah haknya sedangka inm kal terhadap

kan oleh seseorang itu. Ja bukti dalah untuk
dalil-dalil ikemukakan
suatu seng

an saksi-sak i eristiwva dan

merasa

’lbnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari, terj. Amiruddin, Fathul
Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 159.

'°Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, ( t.t. : Penerbit Erlangga, 2012), h. 55-56

"Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama, (Cet. I;
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 225
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masalah kekuasaan sedangkan orang-orang nonmuslim tidak berkuasa atas orang-
orang Islam.
Demikian pernyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, dalam

perkara perceraian tetap menerima kesaksian nonmuslim terhadap muslim. Seperti

perkara cerai gugat No. 470/Pdt. Pa.Pare yang menerima salah satu saksi

penggugat ialah orang yang erimaan saksi nonmuslim dalam
perkara perceraian di A e ering dilakukan sehingga

masih menjadi suatu perselisi ian nc slim dapat diterima dan

repare.

but, maka peneliti terta iti tersebut dan

“Persaksian Nonmusli erceraian Di

arepare  (Analisis A Nomor
rkan latar Fl a pokok pe ahan adalah
saksian Non erceraian di lilan Agama

Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare ?

1.2.2 Bagaimana alasan diterimanya persaksian nonmuslim menurut hakim

Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare ?
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1.2.3 Bagaimana keabsahan legalitas putusan hakim Pengadilan Agama melalui

putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan kal ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui ksian nonmuslim di Pengadilan
Agama Parep

1.3.2 Untuk meng nurut hakim Pengadilan

1.3.3 ilan Agama

ara Nomor 470/Pdt.G/2

putu
1.4 Ke Pen
penulisan dari penelitia

141 eori uk memperkaya khazanah jian tentang

sna nonmusli ian di Pengac gama. Serta

bahan rujuk penelitian berikutn j membahas

kesaksian no perceraian di dilan Agama
PAREPARE

14.2 iar informasi

miah, yang

diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan
praktis hukum. Juga sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana peran saksi

nonmuslim dalam memberikan keterangan di muka persidangan.
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1.4.3 Memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana

Hukum.

13l

PAREPARE
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya

ilmiah yang membahas persaksian diantaranya:

Jusnia Erni Fitri, “ lim dalam Prosedur Perceraian

jengan saksi
engar secara
m memberikan kesaksi yarat formil
ksi bukanlah orang yan

Para fuc ; mutlak kesaksian nonm apapun baik

aian, hal ini didasarkan bah m bukanlah

epada kaum

jaha sepakat
dalam i an Peradilan
Agama nting dalam
sebuah 'k
yang berpekara. Karena kehadiran saksi dalam Peradilan Agama untuk menguatkan

dalil gugatan yang daiajukan oleh para pihak yang berpekara.*?

Jusnia Erni Fitri, Kedudukan Saksi Nonmuslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau
Menurut Hukum Islam (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017).
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Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah  kedudukan
persaksian nonmuslim dalam perkara perceraian namun setelah dilakukan pembacaan
mendalam ditemukan perbedaannya yang mendasar dapat dilihat dari penelitian

Jusnia Erni Fitri yaitu kedudukan saksi nonmuslim dalam prosedur perceraian

ditinjau menurut hukum Islam. Sedar di ini lebih fokus pada analisis putusan
perkara nomor 470/Pdtg.G/2
Peradilan Agama Studi
penelitian ini
etentuan di

penambahan

Di dalam Pengadila slam  adalah

ng saksi dengan meme palik, Islam,

dengan Pasal 2 undan ahun 2006
diterangkan bahwa, Pera salah satu
keadilan ya gama Islam

e m d undang-u

n saksi di

a8 U g L O
D

gama hend: mengetahui

nonmuslim,
al-Qur’an dan As-
Sunnah, ketentuan dalam kaidah Fighiyah dan kondisi yang hidup dalam masyarakat,
karena peristiwa yang terjadi diantara orang-orang Islam bisa saja dilihat dan
disaksikan oleh orang nonmuslim. Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan

menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran dan juga pemukiman.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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Namun ada yang menerima atau membolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu
yakni dalam masalah wasiat dan perceraian kecuali hal-hal yang berhubungan dengan
syariat agama seperti nikah. Saksi nonmuslim di Pengadilan Agama dalam Hukum

Acara Perdata dapat diterima penyaksiannya menyangkut kejadian untuk

memperjelas duduk perkaranya, ka insip utama dalam masalah pembuktian

adalah terungkap suatu istiwva yang menjadi sengketa.
Beracara di Pengadi 3 e Acara yang berlaku di
Pengadilan Umum, namun a 00KC seorang saksi
mutlak ‘ kum Acara

Perdata ak S ti perbedaan

agama. syarat-syarat formil d enjadi saksi.
Hukum i Pengadilan Agama ad g berlaku di
Pengad ak menutup kehadiran Pengadilan

Agama.

tentang I mun setelah
dilihat ¢ Aziz tentang
status s gayyim dan

hukum a dan studi

Berdasarkan penelitian diatas, keduanya memiliki keterkaitan dengan

penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis yang berfokus pada persaksian

2 Nurfitriani. Aziz, Status Saksi Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu
Qayyim dan Hukum Acara Perdata (Skripsi Sarjana; Fakultas Sayariah dan Hukum: Makassar, 2015).
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11

nonmuslim. Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya membahas
yaitu Kedudukan Saksi Nonmuslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut
hukum Islam dan status saksi nonmuslim di Peradilan Agama studi perbandingan

Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata. Sedangkan pada penelitian penulis lebih

fokus pada pendapat hakim dalam menerima persaksian nonmuslim serta
kekuatan persaksian nonm
2.2 Tinjauan Teoriti

2.2.1 Teori Penemu
an hukum

menerapkan

rhadap peristiwanya kaidah atau

ang digunakan agar ya terhadap

ukan secara tepat dan r

m, sehingga

proses itu dapat diterima

dipecahkannya da k s K3 k a. Ja alam penemuan
hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya

untuk peristiwa konkret.

 wildan Suyuti Mustofah, Kode Etik Hakim (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 90.
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Penemuan hukum oleh hakim selalu didahului seleksi objektif mengenai
peristiwa-peristiwa hukum dan peraturan-peraturan yang relevan, yang selanjutnya
menerapkan hukumnya dari suatu peraturan yang abstrak untuk peristiwa yang

konkret. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hakim yang menerapkan hukum apa

adanya (rechtstoepassing), fun i menempatkan hakim semata-mata
menempelkan atau memb istiwva hukum dengan ketentuan
yang ada. Fungsi gai akim bertindak sebagai
ri makna agar suatu at m atau suatu pengertian
hukum terjadi dan
untuk kan dengan

afsiran, analogi, pengh svervijning),

entum a contrario.™

lesaikan suatu perkara ngac urut hukum

dan unt enemukan pengertian mau akna pat tentang

urut hukum t

ada prinsip endasarinya.

Manan, te ol i a mengadili

yaitu:

1. Me menurut PwneEMREJ asas

lkan negara
Jasar hukum
elawan hukum

atau pelanggaran hukum terjadi;

> Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaiaan Perkara Perdata:
Jurnal Hukum Acara Perdata,” Adhaper 1, no. 2, 2015), h. 228.
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2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian
hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu
meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan

ketertiban umum (geode zedenen openbaar orde);

3. Hukum yang hidup dalam m adalah hukum yang dipertimbangkan

dalam putusan Hakim, iikuti, karena kemungkinan the
living law justru uai dengan tuntutan sosial

baru;

4, ngutamakan
idak adilan,
susilaan atau ketertiba an “mulut”
dang melainkan “mulut
n penemuan hukum, i al berbagai
metode i memiliki karakter her : akim  dalam
mengg um maupun
logika an metode
interpre
1 gian kalimat
2 , engartikan suatu

ketentuan hukum;

16 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h.
62-63.
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3. Wets-en rechtshistorisch interpretatie, menelusuri maksud pembentukan UU
adalah suatu “wetshistorische interpretatie” dalam hal usaha menemukan jawaban
atas suatu isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum (aturan) disebut

“historische interpretatie”;

4. Interpretasi perbandingan huk sahakan penyelesaian suatu isu hukum
dengan membandingka

n mendasarkan pada suatu

17

6. gis.

imaksudkan

adalah laskan kata-kata atau an (hukum)

bukan rang, maksudnya meto an alat yang

digunak bahan hukum, yang di matis dalam

bentuk yang benar. Meskipun tuj i hukum itu

adalah hakim, nam a pada saat

analisis kum konstruksi h . udolph von

Jhering imana dikuti syarat utam; melakukan
mauP AREPARE

2. Dalampe atan k ’ ak ada anga di dalamnya atau

tidak boleh membantah dirinya sendiri;

7 Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaiaan Perkara Perdata:
Jurnal Hukum Acara Perdata,” Adhaper 1, no. 2, 2015), h. 229.
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3. Konstruksi itu mencermikan faktor keindahan vyaitu konstruksi itu bukan
merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi
gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu.*® Adapun dalam konstruksi hukum

terdiri dari Metode Analogi (Argumentum peranalogiam), Metode a Contrario

(Argumentum a contrario), da echtsvervijning (penyempitan hukum),
yang memiliki arti sebag
gumentum pera Metode analogi berarti
ang terlalu sempit ruang

upa, sejenis

rio (argumentum a a contrario

enjelaskan makna un didasarkan
ang sebaliknya dari ng dihadapi

a yang diatur dalam undang-

mengkongkretk ukum yang

u abstrak, lu i hadap suatu

perkembangan sosial hukum Islam adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima

hal yakni al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al- ahwal (kondisi)

18 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum,(Cet. I1; Jakarta: Kencana, 2017), h. 113-114.
1% Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaiaan Perkara Perdata:
Jurnal Hukum Acara Perdata,” Adhaper 1, no. 2, 2015), h. 230.
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al-niyat (motivasi atau niat), dan al-‘awaid (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang
menjadi sebab (al-illah) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah
seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat
dan adat tradisi setempat. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan
demi kemaslahatan para hamba di dunia dan. di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan
bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan
hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat,
hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu,
tempat, 'keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan
tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu
hukum. Oleh karena itu, Syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi
kondisi dan aktivitas yang berbeda.?’

Landasan teori pemikiran lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah ‘tentang perubahan
hukum terhadap perkembangan:sosial-hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada
hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia.
Syariat | Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan hukum,, kemaslahatan dan-kebajikan. Oleh karena itu, setiap
ketentuan atau aturan hukum yangstidak memenuhi asas keadilan, dipandang
bertentangan dengan syariat Islam. thnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pemikiran
hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor

terebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi

%0 Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan” Jurnal Syariah dan Hukum , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 190-194.
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waktu, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam
kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan
kemaslahatannya.*

2.2.3 Teori Maslahah

Secara etimologi mashlahah urunan dari kata shalaha, shad-lam-ha

yang berarti (baik) yaitu 13 rusak. Kata mashlahah adalah
singular (mufrad) da masdar dari ashlaha yang
bermakna mendatangke emaslahatan. Sehingga kata mas/ahah juga diartikan
dengan jau dari segi

tashrif akna yang

(manfa‘ah). Kata mash bahkan telah

donesia, dimana kata aslahat yang

g mendatangkan kebai : sebagainya),

a kemaslahatan berarti keg anfaat, dan

engan demik hwa mashlah: ah kebalikan
afsadah ya u hal-hal erusak dan

anfaat atau

faat kepada
egala sesuatu
yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti

menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau

?!Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan” Jurnal Syariah dan Hukum , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 190-194.
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menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang
mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud
mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau

kerusakan di sisi lain.

Definisi maslahat dalam 0gi syariat adalah segala sesuatu yang

berimplikasi kepada kebai nolak bahaya yang dimaksudkan

oleh Syari® untuk u i pun akhirat, baik bersifat

umum maupun khusus, baik berupa materi maupun

N beberapa

sarkan tinjauan yang

pembagian

at ditinjau dari bebera kualitas dan

maslahat, perubahan ks legalitas

an maslahat dari konteks

ang menjadi
standarisasi

keselarasan | ariat dalam

A e

kum atau ukura i asla ari© dalam

1. Al-masiahah al-mu ‘tabarah, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari
syari‘, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang

menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak
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langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, al-mashlahah al-mu ‘tabarah
terbagi dua yaitu al-munasib al-mu atstsir dan al-munasib al-muld’im.
1.1.al-munésib al-mu’atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari Sydri‘ (pembuat

syariat) yang memerhatikan maslahat tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat

dalam bentuk nas atau ijmak etapkan bahwa maslahat itu dijadikan

alasan dalam menetap nas yang menunjuk langsung

kepada maslahat, ak baiknya m empuan yang sedang haid

dengan alasan id itu adalah penyakit. disebut maslahat karena

-Bagarah/2: 222 tentan perempuan

bentuk ijmak yang men da maslahat,

anya perwalian bapak nya dengan

danya hubungan belum de perwalian
1.2.Al- 1 : ngsung dari
iat terhadap
a, meskipun
alasan untuk
itulah yang
ditetapkan syariat sebagai alasan "untuk hukum yang semisal. Menetapkan
keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan salat berjamaah.

Tidak ada petunjuk dari syariat yang menetapkan dingin itu sebagai alasan

untuk tidak ikut salat berjamaah. Namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan yang
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sama subsntansinya dengan dingin, yaitu perjalanan yang dijadikan syariat sebagai
alasan bagi hukum yang sejenis untuk meninggalkan salat berjamaah, yaitu jamak
salat. Dingin memiliki substansi yang sama yang sama dengan perjalanan yaitu

substansi menyulitkan; sedangkan meninggalkan salat berjamaah sejenis dengan

jamak salat, yaitu sama-sama rukhsh inganan) hukumnya. Pemaparan tersebut,

tampak bahwa pada bent g tidak langsung itu masih ada
perhatian syariat kepac at tersebut, mesk
2. Al- maslahah al-mulgah, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada
riat, bahkan
ada bahwa  akal

an sejalan dengan s yata syariat

berbeda dengan apa ya aslahat itu.

atau orang kaya yang aran hukum,

inya di siang hari bulan R ng tersebut,
ulan berturu karena cara
kepadanya melakukan
ujuan Sydri
dalam -Nya untuk
dak demikian
menurut Sydri‘, yang justru membuat hukum yang berbeda dengan itu, yaitu
mewajibkan memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini dinilai kurang

relevan untuk membuat jera kepada orang kaya atau orang berpangkat.
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Kaitannya dengan itu, al-Laits bin Sa,,ad (seorang ahli figh mazhab Maliki di
Spanyol) pernah menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada seorang
penguasa Spanyol kala itu, yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di

siang hari bulan Ramadan. Ulama memandang hukum tersebut bertentangan dengan

hadis Rasulullah saw., karena bent an dalam hadis harus diterapkan secara

berurut. Apabila tidak mba sahaya, baru dikenakan
hukuman puasa dua a usul figh memandang
bahwa mendahulu rut-turut dari hukuman

gan dengan

‘anha, yaitu maslahat ya ariat dimana

ukung oleh syariat dan atau ditolak
yang terperinci. Masla terbagi dua,
2h al-garibah,

lari syariat, baik s : mengatakan

lahat seperti n ada dalam

PAREPARE

m praktik,

ah berbeda,
yaitu maslahat
yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung
oleh sejumlah makna nas (al-Quran dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang
dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur*“an dan hadis,

namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui
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proses bayani maupun ta‘/ilz, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum
kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.
Kemungkinan dengan alasan bahwa melihat kenyataan al-maslahah al-garibah

tidak demikian urgen untuk menjadi bagian dari klasifikasi, maka terdapat pola

klasifikasi lain yang secara lebih idak menganggap al-maslahahal-maskiit

‘anha sebagai klasifikasi y: aslahah al-mu‘tabarah dan al-

maslahah al-mulgah, aslahah al-m yang langsung dijadikan

klasifikasi tersendiri kedua klasifikasi terse

gai aparat kekuasaan k Jang-undang

Nomor g diperbaharui Undang ahun 2006

terakhi an undang-undang N D09 tentang
nsipnya tidak lain dari pada sanak gsi peradilan

m menjalank gsi peradilan

Peradilan adari sepenuhnya | ugas pokok

menegakkan

(rechtsecherheit). Ketiga hal ini harus’ mendapat perhatian yang seimbang secara

profesional, meskipun dalam paktik sangat sulit dalam mewujudkannya. Jangan

*Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum
Islam” Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum, 15, No. 2, (Desember 2017), h. 160-164.
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sampai ada putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam
kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.?®
Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat

pasif, dalam arti kata bahwa ruan tau luas pokok sengketa yang diajukan

kepada hakim untuk diperi ntukan oleh para pihak yang

berperkara dan buka . Akan tetapl, us aktif membantu kedua

belah pihak dalam ebenaran dari peristi menjadi sengketa

penyelesaian
aka ia harus
ri pengakuannya, deng bukti-bukti
formil, ebagaimana terdapat dal Jata.
lam memeriksa dan me 1 merupakan
mahkot i arus tetap dikawal dan dih pihak tanpa
kecuali, i i i akim dalam
san, harus
yang sedang
ku, sampai

an pula rasa

Sebelum menjatuhkan putusan,” hakim harus bertanya pada diri sendiri,

jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang

*Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Ed.1;
Jakarta: Kencana, 2005), h. 291.
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diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini
atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi
para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umunya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Persaksian Nonmuslim

Kesaksian adalah n.kepada hakim di persidangan

tentang peristiwa yang akan, dengan ja ktikan secara lisan pribadi

oleh orang yang i persidangan.
Dalam artinya oleh

karena kukan yang

biasany; aksi, hal ini

terjadi um tersebut
bukti. Yang
akan sendiri

dengan alasan-alasan imana ia sa ngetahui hal

annya itu. Perasa g istimewa rjadi karena

akal, tic ndang sebag

an orang mn Epnnnrﬂwnurut A

ifah, Malik,
Malik yang
ak keluar dari
dalil-dalil mengenai masalah yang pertama, hanya ditambah bahwa kesaksian itu
termasuk bab perwakilan dan tidak ada perwakilan bagi orang kafir terhadap orang

Islam. Sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa’/4:141 yang berbunyi:

*Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika), 2008), h. 40
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S Gt sl o G Bl A Jadg (3.
Artinya:

“Allah 2t5idak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang
Islam”.

Menurut ulama’ Hanabilah membolehkannya mengenai wasiat, apabila orang

muslim itu berada dalam perjalanan idak ada orang lain yang menjadi saksi.

Pendapat itu juga dianut @ dan Auza’iy. Hanya saja ada

diantara mereka yang Japat bahwa itu mengenai ahli kitab saja.
Adapula diantara mereka ya cakup yang non-

" Hanabilah

a orang yan antara kamu

tentang iterima _kesaksian ora Va ' masalah ini
adalah sian mereka
pada setiap darurat, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Begitu

juga sama dengan pendapat Imam Malik mengenai diterimanya kesaksian dokter

®Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), h.
101.

*® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002),
h. .125.
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kafir karena darurat atau kebutuhan. Demikian juga pendapat bahwa madzhab Abu
Hanifah dan Abu Yusuf membolehkan seorang muslim menikahi wanita kitabiyah
dengan kesaksian dua orang kitaby (dengan alasan tidak hadirnya orang-orang Islam

atau karena darurat). Dari sini jelas bahwa teori menerima kesaksian mereka

ditetapkan menurut ulama’ Hanabi anafiyah, dan Malikiyah hanya karena
mereka itu mensyaratkan da
2.3.2 Perkara Percerali

Perceraian adalah i an antara suami istri dengan

i tidak akan
dapat Jang-undang
ulit adanya perceraian t Jang-undang
sama sekali tentang tata para suami

istri ya atan perkawinannya de
saan ara perkawinan khususnya an, berlaku

hukum usus, yaitu yi

23.2.1 g-undang no Tentang Perkawina

2.3.2.2 g-undang N

entzng PRYNRAE PACR'E

ndang-unda or 7 Tahun

2.3.2.3

2.3.2.4 Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2.3.2.5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;

“Nur Ida Afwa, Memberi Keputusan dengan Kesaksian Orang Nonmuslim,

https://nuridaafwa.wordpress.com/2015/06/09/memberi-keputusan-dengan-kesaksian-orang-non-
muslim/ (diakses pada 230ktober 2018).
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2.3.2.6 Peraturan-pearaturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa
perkawinan;
2.3.2.7 Kitab-kitab figh Islam sebagai sumber penemuan hukum;

2.3.2.8 Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

2.3.2.9 Impres Nomor 1 Tahun 19 KHI.%

Setiap hukum, bai hukum materil pasti memiliki,

illat hukum, ratio legi if atau alasan sari sebuah hukum. Oleh
karena itu, setiap lam menerapkan huk s meneliti apakah, illat
dapat dalam
m tersebut.
h kaidah fikih: “Al-hu ihi wujudan
wa ‘ad: i hukum berlaku bersa aknya ,,illat
kongkrit.

um acara yang berlaku di nga ilan Agama,

ait dengan pe t ketentuan gcara baik di

ayat 2PP N0.9 T. aupun dalam Pasal 1 UU No. 7

yang intinya tan perceraia arkan pada
alasan g i i isi : ngkaran dan
tidak ac igag, dalam
memut kara perceraia . ar keterangan saksi-saksi yang

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dari ketentuan

“Muchlisin Riadi, Pengertian, Alasan dan Proses Perceraian,
https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html (diakses pada 27 Oktober 2018)
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tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian
karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi.?
2.3.3. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,

membedakan, memilah sesuatu golongkan dan dikelompokkan kembali
menurut Kriteria tertentu kerr dan ditafsirkan maknanya. Dalam
pengertian yang lain, a v ap suatu peristiwa, uraian,
uraikan menjadi bagian.*
S juga dapat
materi atau

ebih mudah

en-komponen yang le

Hak

hak alah kesimpualn akhir yan bil o jelis Hakim

yang d ewenang un saikan atau akhiri suatu
pihak-pihak 'yan dan di ang terbuka

nAemPAREPARE

berkedudukan di kota atau kabupaten. Pengadilan Agama menyelenggarakan

®Muhammad Isna Wahyudi, Pembuktian dalam Perkara Perceraian, http://pa-
magelang.go.id/info-128-pembuktian-dalam-perkara-perceraian.html (diakses pada 27 Oktober 2018)

*%Kartoredjo, Kamus Baru Kontemporer (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),
h.20.
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penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tin ertama antara orang-orang yang beragama

Islam, dibidang : Perkawina . Wakaf, Zakat, Infaq, Shadagah,
Ekonomi Syariah; me Keterangan, pe dan nasehat hukum Islam

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan

dan 52 : 6 tentang Perubahan at 989 tentang
melaksanakan tugas ng tersebut,
ai fungsi sebagai berik
2.3.3.1 erik yanan teknis yustisial dan strasi teraan bagi

a tingkat pert i eksekusi;

2.3.3.2 erikan pelayanan inistrasi perkara , kasasi dan
auan kembali ilan lainnya;

2.3.3.3 erikan rpnanaElpn HE kepada unsur  di

: gan kecuali

2.3.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

¥'pengadilan Agama Cimahi, Kekuasaan dan Ruang Lingkup Pengadilan Agama,
http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadian/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama
(diakses pada 27 Oktober 2018)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE


http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadian/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama

30

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama;
2.3.3.5 Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasark Islam sebagaimana diatur dalam pasal

107 ayat (2) Unda 1989 tentang Peradilan Agama;
2.3.3.6 seperti  memberikan
pengawasan

2.3.3.7 | bulan pada

rangka terwujudnya pe kepada para
pencari dilan Agama Parepa elaksanakan
da Standart Operasional yang telah
beban kerja tuang dalam
Parepare

2015 sebega

hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, teori maslahah dan teori kekuasaan kehakiman

yang merdeka. Dalam teori penemuan hukum mengemukakan benar bahwa hakim

%2pengadilan Agama Parepare, Tugas Pokok dan Fungsi, http://pa-parepare.go.id/home/tugas-
pokok-dan-fungsi/ (diakses pada 27 Oktober 2018)
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terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan
aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim
tidak seperti anggapan aliran freie rechtsbewegung, sehingga dalam melakukan

tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat”,

(gebnded-urijheid) atau keterikata ebas (vrije-gebondenheid), oleh sebab itu

maka tugas hakim disebutk kan rechtsvinding yang artinya
adalah menselaraska dang pada tuntu
segala sesuatu yang be asi kepada kebaikan dan
, baik untuk
baik berupa
maslahah memiliki ka yang tidak
hah tersebut didasarka ar peran dan

luk. Jika suatu bentuk fungsi yang

, Yang mana jika bentuk ma: ak terpenuhi

pat  berjalan atau terjadi

n ambruknya n sosial dan
capai, maka

al. Dari teori

Berdasarkan pandangan Ibnu " al-Qayyim al-Jauziyyah tersebut adalah
penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni al-azmina (situasi zaman), al-
amkinah (situasi tempat), al- ahwal (kondisi) al-niyat (motivasi atau niat), dan al-

‘awaid (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (al-illah) dalam
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perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi
zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat dan adat tradisi setempat. Ibnu al-
Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di
dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan
asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan
akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi
semuanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk
mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat
kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang
diinginkan pembuat syariat ketika ‘mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu,
syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang
berbeda

Adapun teori penjatuhan putusan ini menjalankan fungsi peradilan ini, para
hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim
adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam
setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan
menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu
keadilan  (gerechtigheit), kemanfaatan  (zwachmatigheit), dan kepastian
(rechtsecherheit). Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti

membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

Persaksian Nonmuslim
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BAB Il
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa

hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data

yang digunakan, teknik pengumpu knik analisis data®. Untuk mengetahui

metode penelitian dalam p sebagai berikut.
3.1 Jenis Penelitia
n penelitian
dilakukan di
ini adalah penelitia i jkan desain
psi kualitatif, yaitu pr
dari subjek yang dia deskripsikan

aran umum tentang objek

adalah teologis. n'
3.2 Lo Waktu Pe I

m PenganaAaBEM R E

dekatannya

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958
setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang

Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari’ah Kotamadya

*Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

34
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Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung
Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi
Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang.
Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah
Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari’ah Parepare terpilih untuk
memimpin Mahkamah Syari’ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari’ah
Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Agib Siangka
untuk menggantikan posisinya.

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun , maka pada
tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung.
Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare
yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal
Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan
peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40
m2 dengan luas bangunan 10 x 15 m2. Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada
tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta
perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula
kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8
m2 untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga
sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan
gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak
terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun tahun anggaran

2007  berhasil menemukan lokasi  perkantoran yang posisinya sangat
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strategis dengan luas 4.334 m?, terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama
pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan
batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota
Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya
Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010
gedung yang berlantai dua dengan luas bagunan 2.285 m2 tersebut telah rampung
sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan
pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah
berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh
penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan
pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari
Walikota Parepare sebagai Juara | lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan
Kantor pada tahun 1999, juara Il pada tahun 2000, juara | pada tahun 2001, 2002,
dan 2003, serta juara 1l pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun. Dalam
kurun waktu tersebut Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang
ketua sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);

K. H."Aqib Stangka (periode 1967-1980);

Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),

Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),

o o A D

Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
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7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 — 2003),

8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (priode 2004 — 2005)

10. Drs. H. Syahruddin, S. H., M. H (periode 2005 — 2010)

11. Drs. H. A. Siddig, SH., MH (P

12. Drs. H. Nurdin Situju,
13. Drs. Haeruddin,
14. Dra. Hj. Martin
15.
16.
3.2.2 ilan Agama Parepare
i tentu memiliki tujua bagai acuan
ka panjang. Untuk me

gasan tertulis di dalam se

epan dari su

harus d ntuk menca epakati. Beri

ma PP A REPARE

Pengadilan Agama Parepare m%[upakan lembaga pemerintah naungan dari

Mahkamah Agung yang memiliki visi yang kuat untuk mewujudkan Peradilan

**PAParepare, Sejarah  Pengadilan Agama dan Dasar Hukum, http://pa-
parepare.go.id/home/profil/laman-contoh/ (Di akses pada: 17-07-2019).
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Agama Parepare sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri bersih

bermartabat dan berwibawah”.
2. Misi

Misi sebagai usaha untuk mencapai visi yang telah disetujui, maka Pengadilan

Agama Parepare memiliki lima alam mewujudkan tujuan yang telah
disepakati. Misi tersebut se
masyarakat an Peraturan perundang

an jujur sesuai dengan

2. pur tangan

3. an dibidang peradilan at sehingga
radil ana cepat dan biaya rin

4. kan sumber daya manusia i ingga dapat
tug ewajiban secara profession

5. an institusi efisien, dan abat dalam
kan tugas.®

3.2.3 okok dan Fu arepare
-undang FMEFH H(Esia Tahu menentukan

dalam an lingkungan

peradil adilan lainnya

di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer,

merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk

35PAParepare, Visi dan Misi, http://pa-parepare.go.id/home/visi-dan-miasi/ (Di akses pada:
17-07-2019).
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menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu
antara orang-orang yang beragama Islam.
Pengadila Agama Parepare Kelas 1.B yang merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

perkawinan, waris, wasiat, hi 9, shadagah, dan ekonomi syariah
sebagaimana diatur o nor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UNdang-unda

epare Kelas
dicial power), yakni a, mengadili
perkara-perkara yang Pengadilan

pertama (vide:Pasal 49

annya,
administrasi
(vide: Pasal

A Nomor

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita  Pengganti di  bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide:Pasal 53 ayat (1) dan
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(2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi
umum  kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA  Nomor
KMA/080/V111/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

islam kepada instansi peme di daerah hukumnya, apabila diminta

(vide:Pasal 52 ayat or 3 Tahun 2006).

5. Fungsi adminis I menyelengga ministrasi peradilan (teknis

dan administrasi umum  (kepegawaian, keuangan, dan

si dalam pelaksanaan yat dengan

rkait, seperti DEPAG, Jan lain-lain
ang-undang Nomor 3 T
an hukum, pelayanan rise \gainya serta

i akses yang keterbukaan

nsparansi in Keputusan
Mahkamah )07 tentang

3.24
Kecamatan dan

22 kelurahan masing-masing yaitu:
1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 keluarahan
1.2 Kelurahan Lumpue

1.3 Kelurahan Sumpang Minangae
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1.4 Kelurahan Cappa Galung
1.5 Kelurahan Tiro Sompe
1.6 Kelurahan Kampung Baru

1.7 Kelurahan Bumi Harapan

2. Kecamatan Bacukiki mewil

2.1 Kelurahan

3.
ng Sabbang
ng Bulu
allusetasi
4,

4.5 Kelurahan Bukit Indah
4.6 Kelurahan Bukit Harapan

4.7 Kelurahan Kampung Pisang®

**pAParepare, Tugas Pokok, Fungsi, dan Yuridiksi, http://pa-parepare.go.id/home/tugas-
pokok-dan-fungsi/ (Di akses pada: 17-07-2019).
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3.2.5 Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan

lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian
Adapun penelitian i ian Nonmuslim dalam Perkara
Perceraian Di Peng ) S Kasus Perkara Nomor

470/Pdt.G/2018/Pa.Pare

akan dalam penelitian i 8 primer dan

data yang diperoleh pene ertama, dari

a yang belu enelitian ini

data primer a ang di 3 il interview

pengamatan

dalah HalP memearepare.

data primer

resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk
laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-

lain.¥" Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

*’zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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langsung serta melalui media perantara yang berkaitan dengan objek peneliti. Dalam
hal ini data sekunder diperoleh dari:
1. Putusan hakim yang menyangkut persaksian nonmuslim dalam perceraian

2. Kepustakaan (buku-buku, Skripsi, dan kitab-kitab figh lainnya)

3. Internet (buku-buku, artikel, jurnz i, tesis online)
3.5 Teknik Pengump
strategis dalam
Jata konkret

eknik yang

pengamatan yang dil a, Sistematis

erjadi di lokasi peneliti. ini penulis

**3ugiyono, Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2008),
h. 204.
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3.5.2 Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interview tentang
berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan

Agama Parepare, dalam penelitian ini atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang

di peroleh ada dua yaitu primer dan der. Dan yang menjadi instrument adalah

berupa pedoman wawanca iapkan beberapa poin pertanyaan

ari informan ya menunjang keberhasilan

aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang luwes.

n wawancara yang endapatkan

an secara lisan antara n neliti selaku

tatap muka (face to f aksian Non-

ceraian di Pengadilan Agam

' pulan data enghasilkan
masalah yan ti, sehingga

data yarpnkn E P]kln Edasarkan

entasi merup

penting yan

an. Menurut

ai hal yang

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar

kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

**Sasmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Pres, 2004), h.78.
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3.6 Teknik Analisis Data
Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang
sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir

penelitian. Dalam analisis di pisa a data terkait (relevan) dan data yang

kurang terkait atau sama s ma sekali kaitannya.*® Analisis

data nantinya akan mpulan yan usus atau berangkat dari

kebenaran yang ber m mengenai suatu fe an menggeneralisasikan

yang dipakai dalam p

tif, a adalah penelitian dil

fakta yz 1 dan I dari lapangan peneliti arkan dalam

if. D nalisa data, penulis menggu

induktif, nalisis atau

ola data den sikap yang
umum berda;
3.6.2 data dengan

laku khusus

*%Joko Subakyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), h. 104.

*Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Kronologis Terjadinya Persaksian Nonmuslim di Pengadilan Agama

Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare

Pada prinsipnya penyelesaian 2 di Pengadilan Agama adalah mengacu

pada hukum acara perdata gadilan di lingkungan Peradilan
ecara khusus se a yang diatur pada Pasal 54

ahun 1989 tentang adilz gama. Dalam memeriksa

rintah Nomor 9 Tahun ng Nomor 7
ukum Islam.

ara peradilan yaitu ada mbuktian di

erupakan hal yang terpe dilan dalam
Pembuktian

kara dalam

ranan yang

ngadilan. Se

nya hukum

u dipastikan

ilan Agama,
us demi dan
pembuktian
dalam acara perdata di lingkungan peradilan umum tersebut juga akan diterima
sepenuhnya oleh Peradilan Agama. Sehingga pengertian pembuktian sangat berperan

untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh

46
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para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.
Adapun salah satu bukti yang terdapat dalam suatu peradilan adalah alat bukti

berupa keterangan saksi. Saksi dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum

acara pembuktian. Pembuktian dipe h hakim untuk mencari kebenaran fakta

dan peristiwa yang dijadi ggugat dan menentukan haknya.

Pembuktian diperluke hadap suatu hal tersebut

adalah haknya sedangke pengakuan yang

secara badi kepada

majelis pengadilan apa yang di sendiri oleh

saksi te but alasan sampai ia m ar peristiwa

tersebut ) saksi harus mengetahu jadian yang

disaksik i melihat, mendengar dan m erhadap apa

yang d annya, buka ri mulut ke lalu saksi
2nilaiannya sendiri

ara tugas h ian perkara aian adalah

fakta yang

artinya P(A RJETPRRIE peristiwa
e

hanya dapat
angkan secara
logis kebenaran suatu fakta berdasarkan'alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum

pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian

*Mohammad Roviqi, Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Skripsi Sarjana; Fakultas
Syariah: Malang, 2011).
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bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna
mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Adapun alat bukti yang sering
diajukan dalam perkara perceraian adalah berupa bukti saksi.*

Masyarakat dunia sekarang ini, kehidupan menjadi sangat komplek, termasuk

kehidupan masyarakat diwilayah ngadilan Agama Parepare. Di dalam

masyarakat yang majemu dalam segala aspek kehidupan
kehidupan rumah tangga

ulan disaksikan oleh n peristiwa tersebut

raian yang di periksa
ara seorang nonmuslim
an mengetahui keadaa dan tergugat
nya. Adapun kronologis penggugat

erkara pada

tingkat a telah menjatu ang diajukan
barwati M Penggugat

. Penggugat

telah m erdaftar pada

kepaniteraan ~ Pengadilan ~ Agama ' Parepare  dalam  register ~ Nomor

470/Pdt.G/2018/Pa.Pare.

“Ahmad Roikan, Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Boyolali (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013), h. 15.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



49

Dimana duduk perkaranya bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2000,
penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dari
pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
Keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik,
tetapi sejak bulan juni 2012 antar penggugat dengan tergugat sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan
tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

Perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering
meminum minuman keras dan mabuk sampai sulit disembuhkan, tergugat tidak
pernah 'memberikan nafkah lahir secara layak dari awal sampai pisah kepada
penggugat dan tergugat sering memukul anak-anak penggugat jika mabuk.

Sejak bulan April 2017, antara penggugat dengan tergugat terjadi lagi
perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan pulang tengah
malam dalam keadaan mabuk berat sehingga penggugat merasa terganggu dan tidak
tahan lagi dengan kebiasaan tergugat dan setelah menikah tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada “anak dan penggugat dan sejak kejadian tersebut
penggugat dan tergugat pisah ranjang dan-tidak salingsmemperdulikan sebagai suami
istri dan antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai. *

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti
surat berupa fotocopy duplikat kutipan' Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama kecamatan Soreang Kota Parepare. Disamping alat bukti surat

tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama

*Arsip Pengadilan Agama Parepare, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare, h. 1-3.
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Aries Plouseerth bin Sudarmin Rahman, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan
pelajar, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim saksi menyatakan mengenal
penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

“Wallahi (Demi Allah), saya ber bahwa saya akan menerangkan dengan
sebenarnya dan tidak lain da
P. bin M. Kaserang, umur
kediaman di jalan Tirta

eang, Kota

umps pertanyaan

takan mengenal pengg ena ¢ dalah teman

, saksi juga mengetahui uma a penggugat

dan terg monis dilihat saat saksi ng ke penggugat,

rlihat keluar

ugat tidak ada komunikasi ak pe

Saksi juga ak pernah me i penggugat
gugat sendir , penggugat ke Jakarta
selama alu s an karena pengguge tidak tahan
dengan udian saksi
juga su g jan tergugat

*Arsip Pengadilan Agama Parepare, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare, h. 5.
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Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Katolik sebagai berikut:
“Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan
tidak lain dari sebenarnya semoga tuhan menolong saya”.46

Secara mutlak beberapa Imam mazhab menolak diterimanya kesaksian

nonmuslim namun apabila meruju dapat Ibnu Qayyim menyatakan bahwa
fatwa hukum berubah seiri situasi zaman, situasi tempat,
kondisi, motivasi at. Pernyataan tersebut
menunjukkan bah engubah fatwa hukum
aku di suatu
buat syariat
ukum. Oleh karena itu, hukum yang

i dan aktivitas yang ber

ikiran Ibnu al-Qayyim perubahan
hukum p pe ngan sosial hukum Islam p ngacu pada
hakikat Islam yan an - manusia.

Syariat hadir di bumi . juan untuk

eadilan hukum, jikan. a itu, setiap

aturan M

dipandang

pemikiran

terebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi

*Arsip Pengadilan Agama Parepare, Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.Pare, h. 5-7.

“Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan” Jurnal Syariah dan Hukum , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 191
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waktu, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam
kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan
kemaslahatannya. Adapun hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat

dan ijtihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak

pidana yang telah ditetapkan ole dan lain-lain. Hukum seperti ini tidak

mengalami perubahan dan ti bagi ijtihad lain yang berbeda.®

Peranan haki parat penegak hu a prinsipnya tidak lain dari

pada melaksanakan fu eradilan sesuai dengan kete peraturan yang berlaku.
gama harus

hukum dan

usaha semaksimal mu tusan yang

sas hukum yang benar. utusan yang

n dan kekacauan dalam at.

dalam kehidupan masyara leks. Dalam

jadi pembau dihuni oleh

im semata te ur nonmuslim.

pendapat Ib kukan dalam han putusan
social, ini

merespon

*Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah
Sulawesi Selatan” Jurnal Syariah dan Hukum , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 191-192.
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4.2 Alasan Diterimanya Persaksian Nonmuslim Menurut Hakim Pengadilan
Agama Parepare P erkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare
4.2.1 Alasan dan dasar hukum yang menjadi landasan diterimanya persaksian

nonmuslim

Kompetensi atau wewenan ilan Agama adalah memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perka tama antar orang-orang yang
beragama Islam dal iat, Hibah, Wagaf, Zakat,
Infag, Shadagoh da i Syariah. Kewenanga t diatur dalam ketentuan

dilan Agama

akan berdasarkan Huku
i perceraian di Pengadil
kara di Pengadilan A ara tersebut
ajeli i
majelis ha

dalah fakta a

peristiwa yang
menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang

menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Hakim dianggap tahu hukumnya oleh

*“Ahmad Roikan, Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Boyolali (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013), h. 68.
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karena itu hakim dalam mempertimbangan putusannya wajib melengkapi alasan-
alasan hukum.®

Berdasarkan wawancara bersama Muh. Nasir yang merupakan hakim
Pengadilan Agama Parepare dalam pernyataannya menerima salah satu saksi
penggugat yang bernama Oktavianus Serang P. bin M. Kaserang dalam keterangan
kesaksiannya bahwa saksi adalah teman penggugat atau rekan kerja penggugat yang

beragama Katolik atau'nonmuslim mengatakakan bahwa:

“Pengadilan__Agama melayani atau memberikan pelayanan bagi pencari
keadilan yang beragama Islam, tetapi dalam hal pembuktian diperlukan
keterangan saksi dan yang menjadi saksi selain muslim nonmuslim pun bisa
menjadi saksi, sepanjang dia (saksi) mengetahui permasfahan rumah tangga
dalam hal ini perkara perceraian harus menyampaikan di persidangan apa yang
menjadi penyebab keretakan atau ketidak harmonisan penggugat dan tergugat
dalam rumah tangganya dan kami sebagai majelis dalam perkara ini menerima
persaksiannya meskipun saksi beragama nonmuslim™.

Selain itu menurut Hadira yang merupakan hakim Pengadilan Agama Parepare

menyatakan bahwa:

“Selama saksi tersebut.melihat, mendengar,.dan mengetahui langsung suatu
permasalahan penggugat 'dan tergugat kesaksiannya dapat diterima karena
mungkin saja daerah sekitar-atau yang mengetahui langsung adalah yang
beragama nonmuslim dan yang dibebankan pembuktian adalah para pihak yang
bersengketa, jadi para pihak yang menentukan saksinya dan/kami selaku hakim
menerimanya selama saksi tersebut mengetahui langsung suatu permasalahan.
Apalagi tidak ada_yang.mengatur khusus tentang syarat menjadi saksi
perceraian kecuali saksi dalam pernikahan harus' beragama Islam. Dan diatur
dalam KUH.Perdata.tentang.persaksian.pasal-1895-1912 syarat formil dan
materil dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa saksi harus muslim. Jadi
selama saksi mengetahui langsung permasalahan tersebut kami selaku_hakim di
Pengadilan Agama menerima kesaksian muslim maupun nonmuslim”.*

%Ahmad Roikan, Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Boyolali (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013), h. 77-78.

>'Muh. Nasir, (60) Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Parepare, 12 Juli 2019.

>’Hadira, (53) Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Parepare, 16 Juli 2019.
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Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa alasan
diterimanya saksi nonmuslim di Pengadilan Agama karena tidak ada syarat khusus
yang mengatur tentang saksi harus muslim dalam perkara perdata dan selama saksi

tersebut melihat, mendengar, dan mengetahui langsung sutau permasalahan maka

kesaksiannya diterima meskipun sak gama nonmuslim, karena pada prinsipnya

penyelesaian perkara di Pe mengacu pada hukum acara

perdata yang berlaku gadilan di lingk adilan umum kecuali yang
telah diatur secara khusus s i pada Pasal 54 Undang-Undang

Nomor

rceraian berlaku hukum diatur dalam

hun 1974, Peraturan P ahun 1975,

ahun 1989 dan Kompil antara tugas

perkara perceraian adala inya hakim
harus : isti mukakan ole pihak adalah
benar-b jadi i kukan melalui pem

ugatan pengg dak dibantah

974 Tentang
Perkawinan jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap
dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan
bukti tertulis serta menghadirkan saksi-saksi.

4.2.2 Nilai kekuatan dan perbedaan persaksian muslim dengan nonmuslim di

Pengadilan Agama Parepare
Abu Hanifah, Imam enolak kesaksian orang- orang

non-muslim secara i dalam hal darurat seperti kesaksian
dokter non-musli jadian. Ibnu Qayyim
nonmuslim
ahli hukum
jau kembali.
ukakan bahwa dalam ang penting
dapat mengungkapkan ) kebenaran,
engungkapkan kebenaran i orang-orang

am dan oran in kepercaya: maka dalam

n dapatlah diterim

Ibnu Qayyi perkembanga

globalipkln Epnln Eidupan

kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain
Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini
banyak dipergunakan dalan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi
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sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan
dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun, sedangkan saksi sebagai
alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan gadhaan.

Saksi dalam hukum acara perdata merupakan suatu alat bukti yang yang

penting dalam membuktikan dalil g Khususnya di perdilan agama selain alat

bukti tulisan maupun akta. 2gaskan dalam dalam pasal 1895

KUH Perdata yang b saksi-saksi di perkenankan

dalam segala hal yang di kecualikan oleh unde . Jadi, pada alat bukti

menjang Jang-undang
sendiri u alat bukti
tulisan, si tidak dapat di terapk
UH Perdata, dalam ha
hukum dang hanya dapat dibu

namun ersebut hanya berkualitas pembuktian

tulisan, 2sual dengan
lah di ubah
ukum acara
) berlaku di

erdata tidak

>>Anto Mutriadi Lubis, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama,”
Doktrina: Journal of Law 1, no. 2, (Oktober 2018), h. 150-152.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



58

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Muh. Nasir selaku

hakim Pengadilan Agama Parepare, beliau menyatakan bahwa:

“Sepanjang keterangan saksi itu meyakinkan majelis maka persaksiannya itu
diterima, jadi bukan karena dia nonmuslim keterangannya tidak dijadikan
sebagai alat bukti atau tak bernilai kekuatan saksinya. Jika dia nonmuslim
mengetahiu langsung permasalahannya nilai kekuatan persaksiannya sama
dengan muslim dan dapat diterima”.

Adapun pandangan Hadira sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama

Parepare adalah:

“Pengajuan saksi oleh penggugat, jika saksinya nonmuslim selama dia
mengetahui_tentang. persoalan-persoalan_yang dijadikan_alasan penggugat
maka kesaksiannya dapat diterima dan tidak ada perbedaan antara muslim dan
nonmuslim. Meskipun ada perbedaan dikalangan ulama yang melarang tapi
ada juga ulama yang membolehkan persaksian nonmuslim mengingat tuntutan
zaman telah berubah dan itu yang kami ikuti. Karena jika kesaksiannya tidak
berkekuatan ‘maka_ditakutkan tidak ada keadilan atau kemaslahatan bagi
pencari keadilan™.®

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa persaksian
selama saksi mengetashui betul suatu permasalahan penggugat dan tergugat dan dapat
meyakinkan majelis hakim, nilai atau kekuatan persaksian muslim dan nanmuslim
tidak ada perbedaan dan dapat diterima. Sama halnya yang di sampaikan salah satu

hakim di Pengadilan Agama Parepare Raodhawiah menyatakan bahwa:

#Saksi muslim dan nonmuslim nilai kekuatannya sama, selama dia memenuhi
syarat formil dan _materil _sebagai saksi_dan majelis hakim dapat
mempertimbangkan ;jkesaksiannya.” ;Karena “bisa saja | terpenuhi syarat
formilnya..tapitidak..dapat,. menjelaskan.dandia,cuma diberitahu maka
pengetahuannya atau persaksiannya tidak dapat diterima, ini berlaku muslim
maupun nonmuslim. Yang menjadi perbedaan dasar saksi muslim dan
nonmuslim yaitu sumpahnya dimana muslim disumpah dengan Al-quran dan
mengucapkan sumpah “Demi jAllah, saya bersumpah bahwa saya akan
menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya”. Sedangkan
nonmuslim dia disumpah dengan kitab kepercayaannya dan mengangkat dua

>*Muh. Nasir, (60) Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Parepare, 12 Juli 2019.

>>Hadira, (53) Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Parepare, 16 Juli 2019.
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jari kemudian mengucapkan, “Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan
menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya semoga
Tuhan menolong saya”. Sumpah itu yang membedakan saksi muslim dan
nonmuslim”.>°

Berdasarksan wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa perbedaan

pendapat dikalangan ulama mengenai saksi nonmuslim ada yang menolak secara

mutlak tapi ada juga menerima onmuslim selama saksi-saksi tersebut
dapat mengungkapkan keber pat dijamin kepercayaannya. Hal
mengakibatkan kehidupan
ecara_khusus dalam KUH
. Sehingga
im hanya di
rbeda itu semua demi slahatan dan
keadila adilan.

kepastian hukum dan : bagai kasus

, perubahan sosial dalam mas i tidak dapat

penerap dan

pan (materi)

*°Raodhawiah, (49) Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Parepare, 16 Juli 2019.
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4.3 Keabsahan Legalitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Melalui Putusan
Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada
melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus
menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan
keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak
dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu
diperhatikan tiga hal yang sangat essensial, yaitu keadilan (gerechtigheit).
Kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian (rechtsecherheit). Ketiga hal ini harus
mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktek
sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar
setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai
ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam
kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadlilan.”’

Kompetensi atau wewenang Pengadilan” Agama adalah memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkarasperkara di |tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wagaf, Zakat,
Infag, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah, Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan

pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama

>’ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama, (Cet. I;
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 173.
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hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang
beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.
Perkara kesaksian saksi nonmuslim sebagai alat bukti perceraian di

Pengadilan Agama Parepare sebagaimana terdaftar dalam register perkara di

Pengadilan Agama Parepare, perka put diterima oleh majelis hakim. Adapun

alasan majelis hakim dalam ebut dikarenakan kewenanganya
dalam menyelesaika perceraian. ba n atau faktor diterimanya
perkara kesaksian perceraian, karena
masyarakat
yang se i G m yang ada.
ah ada membutuhkan s ntuk itu kita
kum wajib menyelesai yang terjadi
an-pertimbangan hukum ha emut uatu perkara
ngan peneli nulis hakim

dengan pe gan hukum

ggugat agar
an ketentuan
kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31

*Andi Nur Alamsyah, Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di
Lingkungan Peradilan Agama (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar,
2014).
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.
Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan

maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa gugatan cerai terhadap tergugat

dengan alasan bahwa al pernikahan a ggugat dan tergugat mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada in disebabkan tergugat sering

minum idak pernah

| anak-anak

an penggugat dan tergu inggal sejak

bulan karang sehingga peng tidak dapat
ganya bersama tergugat

a meskipun dalil-dalil gug engg lak dibantah

oleh ter arena ketidak I an akan tetap a perkara ini

k-aspek lex lis (khusus)

yat (3) Unda ng Nomor 1

)74 Tentang
989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
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Menimbang, bahwa bukti yang diajukan penggugat sebagai akta autentik,
secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus
dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam

perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga di pertimbangkan sebagai dasar untuk
melakukan perceraian.

Menimbang,
dan atau orang terdekat de i Una me i pasal 76 ayat (1)

diubah Jua Undang-

undang 09 jo. Pasal 22 ayat (2 ah Nomor 9

Tahun mpilasi Hukum Islam.
bang, erhadap alat bukti beru ang diajukan
persi , majelis hakim berpenda hwa orang saksi
ukum dan

memenuhi ditetapkan

sesuai apa idengar dan saling bungan dan

u sama lain dibantah dan iterima oleh

o oty s

ang saling

Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah

pisah ranjang selama satu tahun lebih;
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- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, penggugat menunjukkan
sikap dan 1’tikadnya untuk bercerai dengan tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, meskipun

keduanya tidak menerangkan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran

antara penggugat dan tergugat na saksi membenarkan atau menguatkan

penggugat dan tergugat b n tergugat telah pisah ranjang

selama satu tahun lebi

Menimbang meskipun belum te anya perselisihan dan
) Peraturan
slam, bukan

dan pertengkaran itu i percekcokan

disertai emosi yang lisihan atau

harus ditafsirkan secar

a perselisihan atau perteng i bkan rumah

pang, bahwa 'ber -f yang di pe kan terbukti

tergugat tida

un lebih, PwanlmnEn suatu pe

si lagi serta s isah ranjang

selama n yang tidak

enuhi alasan

lagi sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, tanggal 2 Desember
1980.
Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka rumah tangga

penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk
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rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana tercantum dalam

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang

diinginkan, oleh karenanya memper n.rumah tangga yang demikian tidak akan

memberikan maslahat bahke wdharat bagi kedua belah pihak

ditambah dengan keir tekadnya untuk bercerai

ggugat yang

saling i serta telah
pisah r

dalam kaidah huku “dalam hal

at tentang siapa yang terjadinya

n atau siapa yang telah

atau tid de Yurisprud

pbang, bahwa berd n-pertimbang ebut di atas,

mejelis

memen ntuan PaMLR Eptnnanntah No un 1975 jo.

Pasal 1 penggugat
RBg.

berkesimpulan, gugat sudah

dapat dika
Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya
talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat

2 huruf (c) talak tergugat dijatuhkan dengan talak ba’in sugar.
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat.*

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka hakim Pengadilan Agama
mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dikarenakan tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidsangan tidak hadir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satu hakim

Pengadilan Agama Raodhawiah menyatakan:

“Dalam perkara 470 dikarenakan tergugat tidak hadir maka gugatan
penggugat dikabulkan secara verstek selama belum berkekuatan hukum tetap
14 hari setelah dikabarkan kepada pihak yang tidak hadir maka masih bisa
dilakukan upaya hukum atau biasa disebut verzet bantahan dari pihak yang
tidak hadir dan kemudian diperiksa kembali tetapi putusan tidak dapat diubah
dan berkekuatan hukum tetap hanya saja jika telah ‘diperiksa terdapat
permintaan penggugat yang dibatalkan atau ditambahkan tetapi putusan tetap
dengan putusan akhir dan bersifat final”.%

Putusan yang telah memperoleh. kekuatan hukum yang tetap (kracht van
gewijsde, power in force) tidak «dapat di ganggu gugat lagi. Putusan yang telah
mempunyal kekuatan kekuatan pasti bersifat ‘mengikat (bindende kracht, binding
force). |Dalam pribahasa:- hukum: ‘disebut" resjudicata: proveritate habitur artinya
putusan; yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim
dianggap benar dan pthak-pthak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi

putusan tersebut.

>°Arsip Pengadilan Agama Parepare, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare, h. 6-9.

®Raodhawiah, (49) Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Parepare, 16 Juli 2019.
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Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan
antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara
tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Mereka harus patuh dan menghormati itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang

bertentangan dengan putusan tersebut a putusan mempunyai kekuatan mengikat

terhadap pihak-pihak yang b 920 BW). Ini dalam arti positif.

ialah bahwa hakim tidak
pihak yang sama
tidak akan
sal 134 Rv).
Sifat m i itu bertujuan untuk atau suatu

k-pihak yang berperkar.

aksanakan di Pengadil e mengenai

uslim sebagai alat bu Jalah suatu
rmasalahan-
aku saat ini

Sehingga

mengambil
putusan ini atau sudah tepatkah putusan yang sudah diambilnya itu akan dapat

menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat

' Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama, (Cet. I;
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 184.
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dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim sehingga yang diinginkan para
pihak yang berperkara ialah putusan hakim yang memiliki unsur keadilan, kepastian
dan kemanfaatan. Dan untuk itu hakim menggunakan keyakinannya dalam

memutuskan perkara dan mementingkan kemaslahatan. Putusan yang telah ditetapkan

hakim tidak bisa di ganggu gugat d atan hukum tetap.

13l

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.1.1. Kronologis terjadinya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare

dalam memeriksa dan mengadili per pada tingkat pertama telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai r perkara 470/Pdt.G/2018/PA.Pare.

Di mana penggugat ya ang nonmuslim yang sudah

menjadi rekan Kerj at selama setahun getahui keadaan rumah
iksaan saksi
......... a aan saksi mu api sebelum
persaksian nonmusli Pengadilan
dibebani kewajiban dalil-dalil
kan bukti tertulis serta saksi. Salah
satu sa 3 : jgugat yang
nonmuslim,
) saksi harus
dengar, dan
a meskipun
ima perkara
tersebut dikarenakan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara perceraian.
Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai saksi nonmuslim ada yang
menolak secara mutlak tapi ada juga menerima kesaksian nonmuslim selama saksi-
saksi tersebut dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran dan dapat dijamin

kepercayaannya. Hal ini juga dikarenakan perkembangan zaman yang mengakibatkan
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kehidupan masyarakan membaur satu sama lain. Tidak diatur pula secara khusus
dalam KUH Paerdata tentang perbedaan nilai kekuatan saksi muslim dan nonmuslim.
Sehingga pihak Pengadilan Agama tidak membedakan saksi muslim dan nonmuslim

hanya di bagian sumpahnya yang berbeda, demi terwujudnya kemaslahatan dan

keadilan bagi para pencari keadilan
5.1.3. Keabsahan legalita adilan Agama memutus perkara
nomor 470/Pdt.G/2018 aian di Pengadilan Agama
erdaftar  dalam register ‘perkare Pengadilan Agama
an putusan
satu ba’in

enggugat membayar bia

memperoleh kekuatan

(kracht van

tidak dapat di ganggu yang telah
i bersifat mengikat (binde g force). Di
dalam lan, yang dii berperkara i tusan hakim

unsur keadilan, anfaatan. Da k itu hakim

keyakinann

Putusan MnlEPnanl Eak bisa d

perkara

5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian tentang Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor

470/Pdt.G/2018/Pa.Pare, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
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5.2.1 Dalam hal perkara yang melibatkan saksi nonmuslim di Pengadilan Agama,
hendaknya hakim memeriksa keterangan saksi apakah telah memenuhi syarat formal
dan materil dan benar-benar dapat mempertanggung jawabkan keterangannya, demi

tujuan keadilan hakim tidak membedakan saksi dengan status agama dan golongan.

Meskipun para ulama berbeda penc entang hal ini tetapi hakim tetap harus

memutuskan dengan melihe nbangan zaman berlandaskan al-

Quran, hadist, figh, i Islam, dan kan pada undang-undang

yang berlaku serta mengutamakan kemaslahatan agar tide dirugikan dan

ini dengan

ngutamakan materi yan
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